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 Penilaian prestasi kerja PNS adalah Proses kegiatan yang dilakukan untuk 
mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance 
appraisal) seorang pegawai. Sebagaimana kita ketahui bahwa penilaian prestasi 
kerja PNS selama ± 34 tahun belakang ini adalah menggunakan DP3 (Daftar 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 
digantikan dengan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 
PNS. PP Nomor 46 Tahun 2011 ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2014.  
 Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil khususnya pada Kantor Camat Medan Sunggal 
Kota Medan. 
 Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, maka bentuk penelitian ini 
menitik beratkan pada proses, deskripsi analisis, yang bertujuan untuk mengetahui 
kebijakan yang diambil sehubungan dengan implementasi Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
khususnya pada Kantor Camat Medan Sunggal Kota Medan. 
 Hasil penelitian menjelaskan Implementasi Penilaian prestasi kerja 
berdasarkan PP No. 46 Tahun 2011 di Kantor Camat Kecamatan Medan Sunggal 
masih belum terlaksana secara efektif. Masih banyak pegawai (PNS) yang belum 
benar-benar mengerti prosedur dan mekanisme penilaian prestasi kerja berdasarkan 
PP No. 46 Tahun 2011. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja masih belum optimal 
dilakukan. Berdasarkan keberperanan empat unsur penentu keberhasilan 
implementasi kebijakan, setiap unsur dapat dipenuhi walaupun belum sempurna. 
Masih banyak kekurangan dalam unsur komunikasi. Para pegawai (PNS) sebagai 
sasaran kebijakan penilaian prestasi kerja ini banyak mengalami kesulitan untuk 
mendapatkan informasi mengenai penilaian prestasi kerja. Informasi yang ada pun 
tidak memberikan kejelasan kepada pegawai (PNS) akan penyusunan SKP dalam 
program penilaian prestasi kerja PNS. Penyampaian pesan yang tidak sempurna 
karena banyak alur yang harus dilalui dan ketidakjelasan pesan membuat pegawai 
(PNS)  bingung akan program yang sebenarnya.  
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